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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

                  NOMOR : P.46/Menhut-II/2009 
TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU  
ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, 
disebutkan bahwa izin pemungutan hasil hutan kayu dalam 
hutan alam pada hutan produksi (IPHHK-HA) diberikan untuk 
memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok 
masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 
(lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan; 

  b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) bahwa IPHHK-HA 
diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu paling banyak 
20 (dua puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan; 

  c. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) 
pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam hutan 
alam atau hutan tanaman atau hutan tanaman hasil rehabilitasi 
pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri dan dapat diperdagangkan; 
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  d. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), dan 
Pasal 47 ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan 
hasil hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;  

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan 
Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau 
Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi, dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
48140); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005  
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
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Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 50 Tahun 2008; 

13. Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor P.13/Menhut-II/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Tahun 2008 Nomor 80); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL 
HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU 
PADA HUTAN PRODUKSI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :  
1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK 

adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2008. 

2. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat 
IPHHBK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2008. 

3. Perorangan (individu) adalah orang seorang anggota masyarakat setempat 
(yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap 
bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia. 

4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan;  

5. Pohon inti adalah pohon muda jenis komersial berdiameter minimal 20 
(dua puluh) cm yang akan membentuk tegakan utama yang akan ditebang 
pada rotasi tebang berikutnya;  
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6. Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam hutan 
yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi;  

7. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang ditetapkan dalam izin untuk 
ditebang;  

8. Pohon induk adalah pohon hasil seleksi dalam tegakan hutan yang 
dipelihara untuk tujuan sebagai penghasil  benih atau bibit;  

9. Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK) adalah areal hutan yang 
diperuntukkan untuk kebun tegakan bibit, kebun percobaan penelitian dan 
pengembangan, penangkaran satwa, hutan pendidikan dan latihan, terdapat 
bangunan atau kegiatan keagamaan atau religi dan budaya atau 
perlindungan setempat. 

10. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab 
dibidang Kehutanan;  

11. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di 
bidang Kehutanan di daerah Provinsi;  

12. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung 
jawab di bidang Kehutanan di daerah Kabupaten/ Kota;  

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab dibidang Bina Produksi Kehutanan;  

14. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi 
Kehutanan. 

BAB II 
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN 

Pasal 2 
(1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IPHHK-HA adalah : 

a. Perorangan dibuktikan keterangan dari Kepala Desa setempat; 
b. Koperasi. 

(2) Lokasi yang dapat dimohon IPHHK-HA adalah :  
a. Hutan produksi  yang tidak dibebani izin; dan atau  
b. Tidak berada dalam kawasan lindung, dan Hutan Produksi dengan 

Tujuan Khusus (HPTK).  
(3) Lokasi yang dapat digunakan untuk IPHHBK Dalam Hutan Alam 

(IPHHBK-HA) atau IPHHBK Dalam Hutan Tanaman (IPHHBK-HT) atau 


